WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa dalam rapgka melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang
dalam Diktuy, Ketiga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/135/MPAN/9/2004 tentang Pedoman Umum
Evaluasi | aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
berbunyi  Pippinan  instansi pemerintah  menetapkan Petunjuk
pelaksanaan Evajyasi LAKIP di lingkungan instansi masing-masing
dengan mengacu pada Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, maka perlu
ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu
Peraturan Walikota Mojokerto.

1. Undang-yndang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tabun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dap Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1950 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara
Repubjik Indonesia Nomor 551):

2. Updang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dap Bebas dafi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembara, Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahap, | embaran Negafa Republik Indonesia Nomor 3848);

3. Undang-Updang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Péréncanaan Pembpangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomof 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Nega'a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



13.

14.

18.

16.

1Z.

18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

ag.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;,

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara NoKep/239/
IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Mojokerto;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun
2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi Kecamatan Kota Mojokerto ;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mojokerto Tahun 2009-2014;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto ;

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto ;



Memperhatikan

Menetapkan

26. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2011  tentang

1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturaan Walikota ini yang dimaksud dengan :

< I R I L

Daerah adalah Kota Mojokerto.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
Walikota adalah Walikota Mojokerto.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mojokerto.

Instansi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPD yang merupakan unsur pembantu
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi
Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-
jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan  kolektif  suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran vyang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.
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